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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 96 TAHUN 2017

TENTANG .

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, serta dalam rangka tertib administrasi dan

kepastian penataan pegawai pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, perlu
disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai
rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan,
rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan
pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

_ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur

tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah.

_ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5233);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5362);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494 );
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Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsionai Pegawai Negeri Sipil (Lkembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Leembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun.

2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 122),
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN

ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH.



BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3.

4.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah

Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Subordinat SKPD.
6.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.7.

Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8.

Badan Pengembangan Sumber daya Manusia yang selanjutnya disingkat
BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

Kalimantan Utara.

9.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah Provinsi Kalimantan Utara.

Biro Organisasi yang selanjutnya disingkat BO adalah Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri

Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang bertugas pada

SKPD/UPTD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UPTD.
Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh
data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk

kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi

organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.

Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah

pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam

menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi

pemerintah.
Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan
serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan

jabatan pelaksana.
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.



BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Analisis Jabatan

Pasal 2
Ji

(1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi
jabatan secara lebih tepat dan akurat.

(2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan
dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua
Analisis Beban Kerja

Pasal 3

(1) Analisis Beban Kerja sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang
tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS
berdasarkan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

(2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB II
KEGUNAAN

Pasal 4

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :

Perencanaan kebutuhan PNS;
Rekrutmen Calon PNS;

Penempatan PNS;
Pendidikan dan Pelatihan PNS;

Pengembangan PNS; dan
f. Kesejahteraan PNS.

(2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai

kewenangannya oleh :

a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

Ji

co
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BP

b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;



c. BKD;
d. Biro Organisasi.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

(2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi
informasi jabatan, meliputi :

a. Nama jabatan;
Kode jabatan;
Unit kerja;
Ikhtisar jabatan;
Uraian tugas;
Bahan kerja;

¢.

d.

e.

f.

Perangkat/alat kerja;
. Hasil kerja;
Tanggung jawab;
Wewenang;
Korelasi jabatan;
Kondisi lingkungan Kerja;

. Resiko bahaya;
Syarat jabatan;

oO
BS

Prestasi yang diharapkan; dan

p. Butir informasi lain.

(3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang
dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan beban

kerja jabatan.
(4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

(5) Penetapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah setelah

mendapat validasi dari Biro Organisasi.

i

j.
k



BAB V
KEWENANGAN

Pasal 6

(1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan
kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro

Organisasi.
(2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UPTD terkait

dan/atau pihak lain.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Pasal 7

(1) Biro Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan
pelaksanaan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara

berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

(2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan

Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan

penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh BKD
dan Biro Organisasi.

(3) Pelaksanaan. evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Biro Organisasi dapat berkoordinasi dengan SKPD/UPTD terkait.

(4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Biro Organisast.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 96



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

JRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017NOMOR 96
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai brlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

—™

1

Bechun
SeKretord Doerah

lywale |

|
‘Des. Zomuddin

H2ANS Admnistrogy Umum |

‘Vyeto
Ls
wor SHMA” Be

(Des H.1

H

Des Abdot MadyidMS. BAe Orpansat

.

La
te



LA
M
PI
RA

N
PE

RA
TU

RA
N
G
U
BE

RN
U
R
KA

LI
M
AN

TA
N

U
TA

RA
N
O
M
O
R

gg
TA

H
U
N

20
17

TE
N
TA

N
G

H
AS

IL
AN

AL
IS
A

JA
BA

TA
N

D
AN

AN
AL
IS
A

BE
BA

N
KE

RJ
A

PA
D
A

D
IN
AS

PE
RI
N
D
U
ST
RI
AN

,
PE

RD
AG

AN
G
AN

,
KO

PE
RA

SI
D
AN

U
KM

H
AS

IL
AN

AL
IS
A
JA
BA

TA
N

D
AN

AN
AL
IS
A
BE

BA
N
KE

RJ
A

PA
D
A
D
IN
AS

PE
RI
N
D
U
ST
RI
AN

,P
ER

D
AG

AN
G
AN

,
KO

PE
RA

SI
D
AN

U
KM

N
O
.

N
AM

A
JA
BA

TA
N

KE
BU

TU
H
AN

PE
G
AW

AI

JA
BA

TA
N

PI
M
PI
N
AN

TI
N
G
G
I

JA
BA

TA
N

AD
M
IN
IS
TR

AT
O
R

JA
BA

TA
N

PE
N
G
AW

AS
JA
BA

TA
N

PE
LA
KS
AN

A
JA
BA

TA
N

FU
N
G
SI
O
N
AL

KE
TE
RA

N
G
AN

3
4

5
6

7

Ke
pa

la
D
in
as

1

1.
Se
kr
et
ar
is

1

a.
Ke

pa
la

su
b
Ba

gi
an

Pe
re
nc
an

aa
n

1)
An

al
is
Pe

re
nc
an

aa
n
Pr
og
ra
m

2)
Pe

ng
ol
ah

D
at
a
Pe

re
nc
an

aa
n
An

gg
ar
an

b.
Ke

pa
la
Su

bb
ag
ia
n
U
m
um

da
n
Ke

pe
ga
w
ai
an

1)
Pe

ng
ad

m
in
is
tr
as
iK

ep
eg
aw

ai
an

2)
Pe

ng
ad

m
in
is
tr
as
iU

m
um

3)
Pe

ng
ad

m
in
is
tr
as
iP

er
su
ra
ta
n
(C
ar
ak
a)

4)
Pe

ng
em

ud
i

5)
Pe

ng
el
ol
a
Ba

ra
ng

M
ili
k
N
eg
ar
a

6)
Pe

ra
nc
an

g
Si
st
em

In
fo
rm

as
i
Ke

pe
ga
w
ai
an

c.
Ke

pa
la

Su
b
Ba

gi
an

Ke
ua

ng
an

1}
Be

nd
ah

ar
a

2)
Ve
ri
fik
at
or

Ke
ua

ng
an

3)
Pe

ng
ad

m
in
is
tr
as
iK

eu
an

ga
n

4)
Pr
an

at
a
la
po

ra
n
Ke

ua
ng

an
5)

Pe
ng

el
ol
a
D
at
a
da

n
In
fo
rm

as
i P

er
pa

ja
ka
n

2.
Ke

pa
la
Bi
da

ng
In
du

st
ri

a.
Ka

si
In
du

st
ri
Ke

ci
ld

an
M
en

en
ga
h

1)
An

al
is

Pr
os
es

Ak
re
di
ta
si
Ls
sm

Le
m
ba

ga
Se
rt
ifi
ka
si
Sh

ac
cp
/L
em

ba
ga

Se
rt
ifi
ka
si

22
00

0
Le
m
ba

ga
Se
rt
ifi
ka
si
Q
s
90

00
2)

An
al
is

Pr
os
es

U
ji
Ko

m
pa

ra
si

b.
Ka

si
In
du

st
ri
Ag

ro
D
an

Ki
m
ia

1)
An

al
is
Pe

ng
em

ba
ng

an
U
sa
ha

Ag
ro

In
du

st
ri



2

2)
An

al
is
In
du

st
ri
da

n
Pe

nc
eg
ah

an
Pe

nc
em

ar
an

c.
Ka

si
IL
M
AT

E
1)
An

al
is
Te
kn
ol
og
iI
nd

us
tr
i

2)
Pe

ng
el
ol
a
Sa
ra
na

Pe
ri
nd

us
tr
ia
n

3.
Ke

pa
la
Bi
da

ng
Pe

rd
ag
an

ga
n
D
al
am

N
eg
er
i

a.
Ka

si
bi
na

pa
sa
r
da

n
di
st
ri
bu

si
1)

An
al
is

pe
ng

em
ba

ng
an

pa
sa
r

2)
Pe

ny
us
un

pe
rk
em

ba
ng

an
ha

rg
a
da

n
pe

ng
ka
jia
n
pa

sa
r

b.
Ka

si
Pe

rl
in
du

ng
an

Ko
ns
um

en
&
Pe

ng
aw

as
an

Ba
ra
ng

1)
An

al
is
pe

ng
aw

as
2)

Pe
ng

el
ol
a
fa
si
lit
as
id

an
m
ed

ia
si

pe
rl
in
du

ng
an

ko
ns
um

en
c.

Ka
si
Bi
na

U
sa
ha

D
an

Pe
la
ku

D
is
tr
ib
us
i

1)
Pe

ng
el
ol
a
di
st
ri
bu

si
da

n
pe

m
as
ar
an

2)
Pe

ny
us
un

re
nc
an

a
ja
ri
ng

an
di
st
ri
bu

si
4,

Ke
pa

la
Bi
da

ng
Pe

rd
ag
an

ga
n
Lu
ar

N
eg
er
i

a.
Ka

si
Ek
sp
or

da
n
Im

po
r

1)
Pe

ng
ad

m
in
is
tr
as
ia
na

lis
is
ke
bu

tu
ha

n
im

po
r

2)
Pe

ng
el
ol
a
ek
sp
or

ha
si
lu

sa
ha

in
du

st
ri
da

n
us
ah

a
pe

rd
ag
an

ga
n

b.
Ka

si
Pr
om

os
iD

an
Pe

ng
em

ba
ng

an
Pe

rd
ag
an

ga
n
In
te
rn
as
io
na

l
1)

Pe
ny
us
un

re
nc
an

a
an

al
is
is
pa

sa
r
lu
ar

ne
ge
ri

2)
Fa
si
lit
at
or

pr
om

os
i

c.
Ka

si
Ke

rj
as
am

a
Pe

rd
ag
an

ga
n
Lu
ar

N
eg
er
i

1)
An

al
is
pe

rd
ag
an

ga
n

2)
Pe

ny
us
un

re
nc
an

a
in
fo
rm

as
i p

as
ar

lu
ar

ne
ge
ri

5.
Ke

pa
la
Bi
da

ng
Ko

pe
ra
si
da

n
U
KM

a.
Ka

si
bi
na

le
m
ba

ga
ko
pe

ra
si
da

n
uk
m
,

re
st
ru
kt
ur
is
as
id

an
pe

ng
aw

as
an

1)
An

al
is
bi
da

ng
pe

ng
aw

as
an

2)
Pe

ng
el
ol
a
ke
bi
ja
ka
n
ke
le
m
ba

ga
an

ko
pe

ra
si

b.
Ka

si
fa
si
lit
as
i p

em
bi
ay
aa
n
da

n
pe

rm
od

al
an

1)
An

al
is
ke
rj
as
am

a
da

n p
er
m
od

al
an

2)
Pe

ng
el
ol
a
pe

rm
od

al
an

ko
pe

ra
si
da

n
us
ah

a
ke
ci
l,
m
ik
ro

da
n
m
en

en
ga
h



G
U
BE

RN
U
R
KA

LI
M
AN

TA
N
U
TA

RA
,

IR
IA
N
TO

LA
M
BR

IE

2
6

7

c.
Ka

si
pr
od

uk
si
us
ah

a
da

n
pe

m
as
ar
an

1

1)
An

al
is
pe

m
as
ar
an

da
n
ke
rj
as
am

a
1

2)
Pe

ng
aw

as
us
ah

a
op

er
as
ip

ro
du

ks
id

an
1

pe
m
as
ar
an

6.
Pe

ng
uj
iM

ut
u
Ba

ra
ng

Pr
at
am

a
1

7.
Pr
an

at
a
Ko

m
pu

te
r

1

Ju
m
ila
h

15
51

2
74



| 1

‘D
s.

H
.B
ad

ra
n

M
si

Se
kr
et
ar
ts

D
ae
ra
h

Va
on

*K
ep

at
a

‘D
yo
ko
\s
w
or
o,

CH
,
M
H

Bi
ro

a
|
D
rs
.4

-A
bd

ul
M
ad

si
d

Bi
ro

D
ss
te
n

/

D
rs
H
-Z
ai
nu

cl
at
n

42
, m

5;
Ad

m
in
is
tr
as
:

U
m
am

' + '\

G
U
BE

RN
U
R
KA

LI
M
AN

TA
N
U
TA

RA
,

2
5

6
c.

Ka
si
pr
od

uk
si
us
ah

a
da

n
pe

m
as
ar
an

1

1)
An

al
is
pe

m
as
ar
an

da
n
ke
rj
as
am

a
1

2)
Pe

ng
aw

as
us
ah

a
op

er
as
ip

ro
du

ks
id

an
1

pe
m
as
ar
an

6.
Pe

ng
uj
iM

ut
u
Ba

ra
ng

Pr
at
am

a
7.

Pr
an

at
a
Ko

m
pu

te
r Ju
m
la
h

15
51

74

IR
IA
N
TO

LA
M
BR

IE

iw

H
ut
ou

m

Ke
ga O
rg
an

IS
O
M



D
iu
nd

an
gk
an

di
Ta
nj
un

g
Se
lo
r

Pa
da

ta
ng

ga
l
29

D
es
em

be
r

20
17

SE
KR

ET
AR

IS
D
AE

RA
H

PR
O
W
N
SI

KA
LI
M
AN

TA
N
U
TA

RA

BA
D
RU

N

BE
RI
TA

D
AE

RA
H

PR
O
VI
N
SI

KA
LI
M
AN

TA
N
U
TA

RA
TA

H
U
N

20
17

N
O
M
O
R

96

G
U
BE

RN
U
R
KA

LI
M
AN

TA
N
U
TA

RA
,

tt
d

IR
IA
N
TO

LA
M
BR

IE

a
‘A
SI
ST
EN

;
-Z
AI
N
U
D
D
IN

H
2.
M
S!

AD
M
IN
IS
TR

AS
I
‘4
M
U
M

BU
CS

is
w
oR

o,
sH

iM
H

KA
RO

H
uk
U
M

po
l D
is
.4
-A
BO

U
L
m
ag
n
s,
M
si

KA
RO

O
RG

AN
IS
AS

!

2
i)

6
7

c.
Ka

si
pr
od

uk
si
us
ah

a
da

n
pe

m
as
ar
an

1

1)
An

al
is
pe

m
as
ar
an

da
n
ke
rj
as
am

a
1

2)
Pe

ng
aw

as
us
ah

a
op

er
as
ip

ro
du

ks
id

an
1

pe
m
as
ar
an

6.
Pe

ng
uj
iM

ut
u
Ba

ra
ng

Pr
at
am

a
1

7.
Pr
an

at
a
Ko

m
pu

te
r

1

Ju
m
ila
h

15
51

2
74

L

1



D
iu
nd

an
gk
an

di
Ta
nj
un

g
Se
lo
r

Pa
da

ta
ng

ga
l
29

D
es
em

be
r

20
17

SE
KR

ET
AR

IS
D
AE

RA
H

PR
O
VI
N

LI
M
AN

TA
N
U
TA

RA

BA
D
RU

N

BE
RI
TA

D
AE

RA
H

PR
O
VI
N
SI

KA
LI
M
AN

TA
N
U
TA

RA
TA

H
U
N

20
17

N
O
M
O
R

2
6

G
U
BE

RN
U
R
KA

LI
M
AN

TA
N
U
TA

RA
,

tt
d

IR
IA
N
TO

LA
M
BR

IE

2
5

6

c.
Ka

si
pr
od

uk
si
us
ah

a
da

n
pe

m
as
ar
an

1

1)
An

al
is
pe

m
as
ar
an

da
n
ke
rj
as
am

a
1

2)
Pe

ng
aw

as
us
ah

a
op

er
as
ip

ro
du

ks
id

an
1

pe
m
as
ar
an

6.
Pe

ng
uj
iM

ut
u
Ba

ra
ng

Pr
at
am

a
7.

Pr
an

at
a
Ko

m
pu

te
r Ju
m
ia
h

15
51

74


